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Y urisdiks Universal merupakan konsep yurisdiksi hukum pidana yang mengatur bahwa suatu negara dapat
memberlakukan hukum pidana nasional nya kepada pelaku tindak pidana, dimanapun pelaku tersebut berada
tanpa memperdulikan kewarganegaraan dari pelaku tindak pidana maupun korbannya. Y urisdiksi universal
telah dikenal dalam berbagai perjanjian internasional, jiga dalam hukum pidana nasional Indonesia. Oleh
KUHP yurisdiks universal dapat diberlakukan kepada kejahatan atas mata uang, pembajakan atau
perompakan kapal serta kejahatan terhadap penerbangan sipil. Y urisdiksi universal kemudian diatur juga
dalam KUHP baru yakni UU No. 1 Tahun 2023, oleh UU No. 1 Tahun 2023 yurisdiksi universal diatur
secara lebih terbuka dan tidak dirumuskan secara terbatas terhadap tindak pidana terhadap mata uang,
pembajakan dan perompakan kapal serta kejahatan terhadap penerbangan sgja. Selain Indonesia beberapa
negara sepeti Prancis dan Belanda juga mengatur mengenai yurisdiksi universal dalam hukum pidana
nasionalnya. Terdapat beberapa perbedaan dan kesamaan antara Indonesia, Prancis dan Belanda dalam
mengatur yurisdiksi universal, pada intinya pengaturan mengenai yurisdiksi universal pada hukum pidana
nasional negaratermasuk pada ketiga negara tersebut berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh
perkembangan hukum internasional .

...... Universal Jurisdiction is aconcept of criminal jurisdiction which stipulates that a country can apply its
national criminal law to perpetrators of crimes, wherever the perpetrators are located regardless of the
nationality of the perpetrators of crimes or their victims. Universal jurisdiction has been recognized in
various international treaties, as well asin Indonesian national criminal law. By Indonesian Criminal Code
universal jurisdiction can be applied to crimes against currency, piracy and crimes against civil aviation.
Universal jurisdiction is then aso regulated in the new Criminal Code, namely Law no. 1 of 2023. By Law
no. 1 of 2023 universal jurisdiction is regulated in an openly manner and is not formulated in alimited way
against crimes against currency, piracy and crimes against aviation only. Apart from Indonesia, severa
countries such as France and the Netherlands al so regulate universal jurisdiction in their national criminal
law. There are severa differences and similarities between Indonesia, France and the Netherlandsin
regulating universal jurisdiction, in essence the arrangement regarding universal jurisdiction in the national
criminal law of countries including those three countries has developed over time and is influenced by the
development of international law.
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